OB KALIMANTAN S TN

KEPUTUSAN GUUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR'188.44/ 0459 /KUM/2021

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN PENGELOLA MASJID RAYA
SABILAL MUHTADIN BANJARMASIN PERIODE TAHUN 2021-2024

Men_imbang:

- Mengingat:

- (Lembaran Negara Repubiik Indoncsiég'Tahun 2019 N

‘ Undang‘—Undang Nomor 23 Tahun 207

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

. bahwa sehubungan telah berakhirnya periode kepengurusan

Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin
Pericde Tahun 2018-2021, dan datam rangka meningkatkan

~_Peran  strategis mesjid  sebagai. - pusat pembinaan dan

pemberdayaan umat serta  pusat; kegiatan keagamaan dj
Provinsi Kalimantan Selatan, dipandang periy menetapkan
Susunan Kepengurusan Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal
Muhtadin Banjarmasin Periode Tahun 2021-2024; -

. Undang-U*ﬁdang Nomor 25 Tahu:ni-'f 1956 Jo. Undéng—Undang

Nomor 21 Tahun 1953 tentang Penetapan Un-deing-Undang
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antarg lain “ mengenaj

~ Perubentukan Daerap Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan '

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republil{‘lndonesia
Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan ;_I;jembaran_Neg'ara Republik
Indonesia Nomor 1 106); L o

egara Republik
» Teimbahan Lembaran Negara
Republik Indonesig Nomor 5234) $&bagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahup 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peratura;)? Perundan g-undangan

Tambahan Lembaran Negara Republﬂfﬁlndonesia Nomor 6398);
J14 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republi 2 Indonesia Tahun 2014
Nomor 244 ) : '

» Tambahan Lembaran Négara Republik
Nomor S5587) sebagaimang telah diub: h b
dengan Undang-Undang Nomor 11 7%

Keja (Lembaran, Negara Republik



10.

11.

13.

- Pemerintah di Wwilayan Provinsi |

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomq

-2 -

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 22014 tentang Administrasi

Pemerintahan  (Lembaran Negara 'Republik { Indones‘;ia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan: Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 560 1) :

b

- Peraturan Pemerintal Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Uang Negara/ Dacrah_"(-'l},embaranv Negai?a Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembadran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

. Daerah (Lembaran Negara_ Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041):

. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 201';"8 tentang

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang' Guberiur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik . Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan ‘Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6224); -

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran N egara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tdinbahan Lembaren Negara
Republik Indonesia N omor 63221: ' '

Ui oL L,

Peraturan Bersamg Menteri Agama ‘dan Menter: Dalam Negeri
Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor' 8 Tahun 2006 tentang
Daerah dalam Pemclihéraan Kerukunan Umat Beragama,
Pembcrdgyaan Forum Kemlmz?;jan Umat Beragama

- Peraturan Menter; Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Tugas dan Wewenaﬁ;g Gubernur sebagai Wakil
(Berita Negara : Republik
Indonesia Tahun 20171 Nomos 342) sebagaimana telab diubah
beberapa kalj, terakhir dengan Peratiiran Menteri Dalam Negeri
Nomor 3 Tahup 2014 tentang §mbahan Keempat Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomgr 24 Tahun 201

G 11 tentang
Penyelenggaraan Tugas dan W ewenang Gubernur sebagai Waki]
Pemerintah gj Wilayah Provins;j (Berita Negara - Republik
Indonesia Tahun 2414 Nomor 51); ; :
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom@;'{r 8

O Tahun 2015 tentang
Pembenulian Produle Hukiim Dacrak (Berita Negara: Republilk
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturag Menteri Dalam  Negeri Nomor 120

Tahun 20:8 tentang Perubahan AtasFeraturan Menteri Dalam

+ Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentayig Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157); ' E

T 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Cergelolaan Keuangzgn Daerah (Berita Negara
Republik Indonesig Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatap Nomor 13
- Pengelolaan Keuangan

31 Kalimantan» . Selatan
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‘14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan: Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan
- Lembaran Daerah Proyinsi Kalimantan Selatan N omor 100);

1S, Peraturan Gubernu: Kalimantan  Selatan Nomor 092
Tahun 2012 tentarig  Sistem  dan  Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah
Provinsi  Kalimantan Selatan  Tahun 2012 Nomor 93)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan  Gubernur Kalimantan .Selatan N omor 071
Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas!| Peraturan
Gubernur Kalimantap: Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang

Sistem dan Prosedur Pengelo}ae;m Keuangan Daerah Atas
Pelaksanaan Anggaran Pendapatdn dan Belanja Daerah
Provinsi  Kalimantan Selatan  |(Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71); .
16. Peraturan  Gubernur Kalimantan  Selatan Nomor 095
- Tahun 2019 tentang Kedudukan, Stisunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Diaerah Provinsi Kalimantan”
~Selatan  (Berita Dacrah Provindi  Kalimantan Selatan
Tahun 2019 Nomor 95); SR ‘

MEMUTUSKAN:
Menetapkap : ‘ o
KESATU . * Keputusan Gubernur tentang Pen

tidak terpisahkan dari Keputusan Guberfiur ini,

KEDUA ¢ Dengan ditetapkannya Keputusan Gub
- maka Keputusan ;| Gubernur . Kalimantan | Selatan
Nomor 188.44/0221/Kum/2018 tentang Penetapan | Susunan

Kepengurusan Badap Pengelola Masiid Raya Sabilal | Muhtadin

Peri Putusan Gubernur Kalimantan

Masa Kerja Kepengurusan Badan Pengelola
Muhtadin Pericde Tahun 2018-2021, dicabut
berlaku. ; ;

KETIGA 1 Segala biaya yang timbuyl akibat diteta
Gubernur inj dibebankan pada Anggs ok
Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin danfbantuan dari Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan serta ban dan lain ya yang sah dan
bersifat tidak mengikat. ’ :

KEEMPAT ¢ Kepaty




Tembusan: . : ;
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ' Daerah Provinsi

SRUICNEN

00 =~

9.
190.

11.

Kepala Badan Keuangar. Daerah Provin

Kalimantan S
di Banjarmasin. i
Komandan Korem 101 /Antasari di Banjarmasin. .
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalirnantan Selatan di Banjarmasin.
Bupati/Walikota se-Kalimantan Selatan :

S

- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama ‘Provinsi Kalimantan Se

di Banjarmasin.

insi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalim:
Selatan di Banjarbaru. ' | L L
Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. g

Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan di Banjartnasin.
Yang bersangkutan untuk diketahui. dan. dilaksanakan sebagaimana mes

“ha




LAMPIRAN ! i _

- KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 188.44/ o459 /KUM/2021
TENTANG PENETAPAN SUSUNAN: KEPENGURU SAN BADA
PENGELOLA MASJID RAYA @ SABILAL MUHTADI
BANJARMASIN PERIODE TAHUN -2()21—2024 ;

' DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN KEPENGURUSAN BADAN PENGELOLA
MASJID RAYA SABILAL MUHTADIN BANJARMASIN
' PERIODE TAHUN 2021-2024"

i JABATAN/NAMA DALAM DINAS/ © JABATAN DALAM
NO. INSTANSI/ORGANISASI © KEPENGURUSAN
1. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN - PELINDUNG /PENASIHAT
2. | KETUA DPRD PROV. KAL-SEL : BELINDUNG /PENASIHAT
3. | KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALSEL ‘PELINDUNG/PENASIHAT
4. | DANREM 101/ANTASARI BANJARMASIN | PELINDUNG/PENASIHAT
Sh KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALSEL. ' /' l;??_ELINDUNG / PENASIHAT
6. | KETUA PEN GADILAN TINGGI BANJARMASIN "PELINDUNG /PENASIHAT
7. | KETJA PEN GADILAN TINGGI AGAMA KALSEL PELINDUN G/ PENASIHAT
8. | SEKRETARIS DAERAH PROV. KALSEL | MAJELIS PERTIMBANGAN
9. | REKTOR UIN ANTASAR] BANJARMASIN MAJELIS PERTIMBANGAN
10. | KETUA MUI PROV, KALSEL : -

MAJELIS PERTIMBANGAN

1~ | KEPALA KANWIL KEMENAG PROV. KALSEL " DEWAN PENGAWAS
12. | KEPALA DINAS PUPR PROV, KALSEL

_ - DEWAN PENGAWAS
13. | KEPALA BIRO KESRA SETDA. PROV. KALSKEL  DEWAN PENGAWAS
BADAN PENGELOLA/PENGURUS HARIAN 1, IDARAH
14. | Drs. H. DARUL QUTHNI M_H. .7 KETUA UMUM
15. | Drs. H. NAWAWI, M.si ; : ] T WAKIL KETUA
16. | M. MUSTAJAB, S.Sos, MM : T WAKIL KETUA
17. | SAMSUL RANI, S.Ag, M.Si . .. SEKRETARIS U?EMUM
18. | Drs. HUSNUL HAIR : - WAKIL SEKRETARIS
19. | M. PORMADI DHARMA, ST : B '

| WAKIL SEKRETARIS
20. | Drs. SYUKRIANSYAH, MM , “ . BENDAHARA

21. | Drs.H. ALFAZI, MM ‘ ~WAKIL BENDAHARA
22. | M. IRWAN WAHYUDY], S.Pd, M.Pd . ' “WAKIL BENDAHARA

BIDANG-BIDANG IMARAF |

23. | H. AHMAD BUGDADY, S.Ag. o KEPALA SEKSI TA'MIR,

MAJELIS TA’LIM DAN PHBI

24. | M. HAFIZH RIDHA, S pq | , KEPALA SEKSI PENERBITAN,

. RADIO, KEHUMASAN , DAN
u'\\‘\\ "

. INFORMASI ISLAM

1]
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27.

28,

29,

MUHAMMAD SYAUFI, S.Pd.I, MM

FAHRUZAINI, S.Ag

Drs. ZAKARIA

Drs.H. ARIFIN

HASBULLAH

KEPALA SEKSI PERPUSTAKAAN.
KOORDINASI LEMBAGA PENDIDIKAN
SABILAL MUHTADIN, PEMUDA DAN

- - WANITA ;

KEPALA SSKSI PEMBINAAN MUALLAF,
KON SULTASI PERKAWINAN DAN WARIS

KEPALA SEKSI PENGELOLAAN USAHA,
KLINIK, UPZ, WAQATF, ZIARAH DAN
BIMBINGAN UMROH DAN HAJI

RI’AYAH

. KEPALA SEKSI PUSAT STUDI AL-QUR’AN,
KADERISASI ULAMA, MUSEUM

AL-QUR’AN, GEDUNG DAN:ASSET,

KEBERSIHAN MASJID DAN'TAMAN

KEPALA SEKSI KEAMANAN DAN TEKNIS .




